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LURAH KRAMBILSAWIT
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PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit
Nomor 3 Tahun 2020;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan
Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul,
Nomor : 63/KPTS/2020 tentang evaluasi APBKal Tahun
Anggaran 2021 Kalurahan Krambilsawit tanggal 28
Desember 2020 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



10.

Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2012  tentang

Keistimewann Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 164 1);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
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Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berta
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor
37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021
(Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);




Dengan Persctujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
dan
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan Rp 2.202.731.600,00
Surplus/Defisit Rp (32.220.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan
a.Penerimaan Pembiayaan Rp 82.220.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000,00
Selisih Pembiyaan ( a - b) Rp 32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat -
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b.daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan dj tahun anggaran
sebelumnya (jika ada).

Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5
(I) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.




perubahan APBDesa. »
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kritena: . .

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran da:lan‘l
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020

- [

Diundangkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

Aot

SUNTONO

LEMBARAN DESA KRAMBILSAWIT TAHUN 2020 NOMOR 5




BERITA ACARA
RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BPK)
KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun. Dua ribu dua
puluh bertempat di Aula Balaj Kalurahan Krambilsawit diadakan Rapat

/ Sidang bersama Badan Permusyawatan Kalurahan (BPK) Krambilsawit dalam
rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Rapat /Sidang Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan peserta
sebagaimana dalam daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok — pokok
hasil pembicaraan peserta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah

mendapatkan evaluasi melalui pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui
dan mengesahkan :

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK /2020
Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian

hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Krambilsawit, 30 Desember 2020

Ketua BPK, Sekretaris BPK,

53 A, S.Pd SUSMIYATI



‘ DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)

KELURAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari :RABU
Tanggal : 30 DESEMBER 2020
Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilsawit
No Nama Jabatan ‘andaTangan
/]
1 |Suharta,S.Pd Ketua | QK,
2 ([Ngatija, AMd Wakil Ketua \ s %

3 |Susmiyati Sekretaris 3 m

Ketua bidang Penyelengaraan pemerintah

kalurahan dan pembinaan G% :

FN

4 |Pontman

5 Ketua Bidang Pembangunan kalurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan _—

Angota Bidang Penyelengaraan 6

6 |Agus Yuliyanto )
gl Y Pemerintah kaluranan Dan Pembinaan

; Angota Bidang Penyelengaraan . ‘
7 |Reliyanto . i
y Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan !
; Anggota Bidang Pembangunan kalurahan
ard
§ |Cumasl; dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan 8
o |Prambudi Anggota Bidang Pembangunan kalurahan 9 -ﬁkxfo
dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan
Krambilsawit, 30 Desember 2020
KEFUA BPK Sekretaris BPK

Qi

SUMARTA,S.Pd SUSMIYATI




LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 -

4. PENDAPATAN

41, Pendapatan Asli Desa 113.500.000,00

42 Pendapatan Transfer 2.050.011.600,00

43 Pendapatan Lain-lain 7.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAMN 2.170.511.600,00

5. BELANJA

51. Belanja Pegawai 734.683.377,00

52 Belanja Barang dan Jasa 389.638.223,00

53. Belanja Modal 916.710.000,00

54 Belanja Tidak Terduga 161.700.000,00
JUMLAH BELANJA 2.202.731.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (32,220,000.00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 82.220.000,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya | 77 3222000000

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00

622. Penyetaan ModalDesa | 50.000.000.00 |
PEMBIAYAAN NETTC 32.220.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANMN 0.00
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| AMIEHAN
FEHATUHRAN KAL URAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR & TAHUN 2020
TENTANG

ANGGAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

AMGGARAN PEHDARPATAN DAN BELANJA DESA
PEME RINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT

TAHUN ANGGARAN 2021

KOs URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
"--;”—“T 2 i 4 5
e

4, PENDAPATAN

a1 Pendapatan Asli Desa 113,500,000.00

A2 Pendapatan Transfer 2.050,011,600.00

4 Pendapatan Lain-lain 7,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAM 2,170,511,600.00

8. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA £34,191,600.00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 801,317,200.00

Pemerimahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40,950,000.00 | ADD
1.1.01 | 5.1, Belanja Pegawai 40,950,000.00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 602, 453,700.00 | ADD
1102 | 51 Belanja Pegawai 602,453,700.00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 42 979,677.00 | ADD
1.1.03 | 51. Belanja Pegawai 42 979,677.00
1.1.04 ga;?;odmn Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 39,806.823.00 | ADD, PAD
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 39,806,823.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 48,300,000.00 | ADD, PBH
1.1.05 | 51. Belanja Pegawai 48,300,000.00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 427,000.00 | PAD
m, Listrk dIf)
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 427.000.00
1.1.07 Penyediaan Insentit/Operasional RT/RW 26,400,000.00 | ADD, PBH
1107 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26,400,000.00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 3,496,900.00
1.2.94 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1,500,000.00 | PAD, PBH
1294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00
1.2.95 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja 1,996,900.00 | ADD
1295 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1,996,900.00
13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 4,315,000.00
dan Kearsipan
1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 800,000.00 | ADD, PBH
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 800,000.00
1.3.80 Penyusunan monografi desa 1,135,000.00 | PBH
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ANGIANMAN

SUMEBE NUANA

(pﬁ.‘:‘ URAIAN
r’/"/"“"’# Bolanja Rarang dan Jasa - o ! :
aw |57 1,136 000 00
139! Bandatean Eelusmunimey tanges miskin 290,000 00 | DOS
Pelanja Harang ran Jasa
a0 | 82 2,380,000 00
14. dan oieporee Tata Praja Pomerintahan, Perencanaan, Keuanyan 29,102,000 00
1401 ;:;m?}nmm“n Musyawarah Parencanaan Hesa/l’embahasan Al es ( 3,000,000 00 | 191
1401 52 Belanja Barang dan Jasa 3 600,000 00
1403 Penyusunan Dokumen Pearencanaan Desa (I MDesa/lIKP Dasa din) 2987600 00 | P
1403 | 52 Belanja Rarang dan Jass 2 987,500 00
1404 j‘:,’l'lr'“"””'" Dokumen Keuangan Dasa (ABDaes, AFBDes Parubahan, LP 5.407,500 00 | P
1,404 52 Belanja Barang dan Jasa 5,407,500 00
1.4 05 Pengelolaan Adminisirast/ Inventarisasi/Penilaian Ase! Desa 3,000,000 00 | ALD
1405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3 600,000 00
1.4.07 ':;T;\:!Uﬂaﬂ Laporan Kepala Desa, LPPDasa dan Informasl Kepada Masy 1,300,000 00 | PBH
1407 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4,300,000 00
1408 Pengembangan Sisten Informasi Desa 1,500,000.00 | PBH
1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 .00
1491 Pengisian perangkat desa 10,787,500 00 | PAD, PBH
1491 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10,787,500.00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 96,880,000.00
1.5.03 Fasilitasi Sertfikasi Tanah unluk Masyarakal Miskin 93,925,000.00 | PAD, PBH
1503 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 84,925,000.00
1503 | 63 Belanja Modal 9,000,000.00
1.5.04 Imensifikasi pemungutan pajak daerah /PEB 1,055000.00 | Pew
1594 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1,955,000.00
2 M@Eﬁﬁﬁmﬂ_ﬁﬁﬂwﬂm& £59.966.000.00
21. Sub Bidang Pendidikan 52,500,000.00
21.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 52,500,000.00 | DDS
2102 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 52,500,000 00
22 Sub Bidang Kesehatan 42,670,000.00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2,250,000.00 | DDS
2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2,250,000.00
2294 Pembenian makanan tambahan untuk baita/siswa PAUD 14,500,000.00 ) ©OS
2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00
2298 Insentif kader kesahatan/KB 25,920,000.00 | DDS
2298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25,920,000.00
= Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 823,285,000.00
2302 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 245,084,800.00 | DOS
2302 | 53 Belanja Modal 245,064,800.00
2303 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 252,964,700.00 | DDS
e ———
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r”;;;;/- URAIAN
G
arkENNG L ANGGARAN SUMBERDANA
po— 2 3 (Rp)
1 o i — . S
,,..--"; 53 Balanja Modal
230
Pamaliharaan Prasarana Jalan Des 252,964 700 00
230 se ON) a (Gorong-qorOﬂg!SalokanIPanUDrama 45,051,00000 | oDS
2% o |5 2 Belanja Barang dan Jasa
o5 | 83 Belanja Modal 550.000.00
23
309 Pemalharaan Monumen/Gapura/Batas o 44 501,000.00
7 ) 52,145,000.00 | DDS
309 | 53 Belanja Modal
’ Pembangunan/Rehabilitasi/P 52,145,000.00
asvPani
2314 elokan dll) " akatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s 138,000,000.00 | DDS
2314 52 Balanja Barang dan Jasa o
. 1,775, ;
2314 | 83 Belanja Modal 136,225,000.00
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerj T
23% P Fekeraan Umum dan Tata Ruang 90,059,500.00 | DDS
2399 | 52 Belanja Barang dan Jasa 70020
23w | 83. | Belania o 89,309,500.00
2.4, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 29.000.000.00
2412 f;m::ngu.;nanfﬂehabnlﬂasmeningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 21,000,000.00 | ODS
2412 | 52 Belanja Barang dan Jasa D —
2491 Pembernian stimulan jamban sehat 18.000.000.00 | pos
2491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.000,000.00
2.8 Sub Bidang Pariwisata 2,500,000.00
2892 Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah 2,500,000.00 | PBH
raga oleh pemenntah kabupate
2892 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMAS YARAKATAN 49,300,000.00
31. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 25,650,000.00
Masyarahat
3102 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P 8,350,000.00 | PAD, PBH
emdes
3102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8,350,000.00
3105 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 17,300,000.00 | DDS
31058 | 52 Belanja Barang dan Jasa 17,300,000.00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2,880,000.00
3205 Pembinaan lembaga desa pelestari adat 2,880,000.00 | PAD
3295 [ 52 Belanja Barang dan Jasa 2,880,000.00
33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 12,970,000.00
. PAD
3393 Operasional Karang Taruna 3,400,000.00
,000.00
3303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3,400
; .00 | PBH
3399 Lain-iain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 9,570,000
9,570,000.00
3399 | 52 Belanja Barang dan Jasa
7,800,000.00
34, Sub Bidang Kelernbagaan Masyarahat
3,900,000.00 | ADD, PAD
3495 Operasional LPMD dan/atau LPMD 2o00000%
3495 | 52 Belanja Barang dan Jasa T
e e Halaman 3
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URAIAN ANGGARAN
% (Rp) SUMBERDANA
Koo _f—— 3 =
7 | 5
/————_
1//"" Operasiona! PKK 3,900,000 .00 | paD
| Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 00
5 .
3‘95 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 97,585,000.00
_,_'-—-'-'-_—-__-—_ .
! sub Bidang Pertanian dan Peternakan 37'5w'ooo_m
2 peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi 37,500,000.00 | oos
420 kngan)
53 Belanja Modal 37,500,000.00
ofi | =
42 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 10,085,000.00
45 pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 10,085,000.00 | DDS
45 02 erasi
i Belanja Barang dan Jasa 10,085,000.00
4502 | 77
sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 50,000,000.00
4. pembangunar/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 50,000,000.00 | pps
4702
o |53 | BeamaMed 50,000,000.00
47 :
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 161,700,000.00
]
sub Bidang Penanggulangan Bencana 5,100,000.00
51.
01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,100,000.00 | pps
51
o1 | 54 Belarja Tidak Terduga 5,100,000.00
5 j
53 sub Bidang Keadaan Mendesak 156,600,000.00
5301 Penanganan Keadaan Mendesak 156,600,000.00 | DDS
156 ,600,000.00
5301 | 54 Belarya Tdak Terduga ; :
JUMULAH BELANJA 2,202,731,600.00
SURPLUS / (DEFISIT) (32,220,000.00)
8. PEMBIAYAAN
X Penenmaan Pembiayaan 82,220,000.00
62 Pengeluaran Pembiayaan 50,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTC 32.220.000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0.00
me Halaman 4
“EETTTTI 30 0vc 20 2 20 44 Pm
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LURAH KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit

a.

Nomor 3 Tahun 2020;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang

ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021telah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan
Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul,
Nomor : 63/KPTS /2020 tentang evaluasi APBKal Tahun
Anggaran 2021 Kalurahan Krambilsawit tanggal 28

Desember 2020 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 202 1
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);




10,

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

11.

12.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor
37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021
(Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 3);




Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
dan
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.170.511.600,00
2. Belanja Kalurahan Rp 2.202.731.600,00
Surplus/Defisit Rp (32.220.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 82.220.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000,00
Selisih Pembiyaan ( a — b) Rp 32.220.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b.daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(I) Pemerintah  Desa  dapat melaksanakan  kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang




(1) harus memenuhi

perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
kriterna:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah e
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; :

b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada

tahun berjalan;
b.keadaan Yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020

i .N;:

Diundangkan di Krambilsawit
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

SUNTONO

LEMBARAN DESA KRAMBILSAWIT TAHUN 2020 NOMOR 5



BERITA ACARA
RAPAT/ SIDANG BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BPK)
KALURAHAN KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

e o ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua
p;idan o mpat di Aula Balaj Kalurahan Krambilsawit diadakan Rapat
/& g sama Badan Permusyawatan Kalurahan (BPK) Krambilsawit dalam
rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2020
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

sebagaimana dalam daftar terlampir,

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok — pokok
Sérta Rapat Rancangan Peraturan Kalurahan tentang

hasil pembicaraan pe
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah
mendapatkan evaluasi melaluj pembahasan bersama dengan BPK. Menyetujui

dan mengesahkan :

Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor S Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021

Dengan nomor persetujuan :05/BPK/2020
Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat
aimana mestinya.

kekeliruan akan diadakan perubahan sebag
Krambilsawit, 30 Desember 2020
Sekretaris BPK,

SUSMIYATI

Ketua BPK,

s A, S.Pd




) DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERS
G BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)

KELU
URAHAN KRAMBILSAWIT KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
) TENTANG
ANGGARAN PE
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KRAMBILSAWIT

Hari : RABU
Tangga! : 30 DESEMBER 2020
Tempat : Aula Balai Kalurahan Krambilsawit

andaTangan

!:oy Nama Jabatan ﬁ
l 1 |Suharta,S.Pd Ketua 1 O%

[ 5 [ngsiija ava Wakil Ketua 2

-

¥

3 |[Susmiyati Sekretaris 3

Ketua bidang Penyelengaraan pemerintah 4 %‘7’-

kalurahan dan pembinaan

4 [Poniman

5 Ketua Bidang Pembangunan kalurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan s
6 |Agus Yuliyanto Angot{z Bidang Penyelengaraan & ©
Pemerintah kaluranan Dan Pembinaan
Relivant An got:‘i Bidang Penyelengaraan . - ,
Pemerintah Kalurahan Dan pembinaan
Gunardi Anggota Bidang Pembangunan kalurahan 3
dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan .
. Anggota Bidang Pembangunan kalurahan M
d
P k] dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan ?
Krambilsawit, 30 Desember 2020
K BPK Sekretaris BPK
SUSMIYATI

SUHARTA,S.Pd
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LAMPIRAN

PERATURAN KALU RAHA,

NOMOR 5 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESe

ESA

PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT

TAHUN ANGGARAN 2021

N KRAMBILS AwyiT

WODE REK Ulsatan m?g:‘:“" KETERANGAN
1 2 3 4
. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 113.500.000,00
4z ERTSRn. Tinntey 2.050.011.600,00
43 Pendapatan Lain-lain 7.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.170.511.600,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 734.683.377,00
52 Belanja Barang dan Jasa 389.638.223,00
5.3 Belanja Modal 916.710.000,00
- Belanja Tidak Terduga 161.700.000,00
JUMLAH BELANJA 2.202.731.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (32,220,000.00)
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 82.220.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 82.220.000,00
62 Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
622 Penyerstaan Modal Desa 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 32.220.000,00
0.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN

Halaman 1

I 30-Dec-20 2:19:46 PM



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMNJA DESe

I -

i o

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT

TAHUN ANGGARAN 2021
KODE o T
REKENING ] URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
1 2 D (Rp)
—_________3_____ 4 5
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asij
patan Ast Desa 113,500,000.00
2, Pendapatan T
4 apatan Transfer 2,050,011,600.00
‘ P m 3 o +
43 endapatan Lain-lain 7,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 2,170,511,600.00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENG PEMERINTA DES 934,191,600.00
11. ::;V::im!g:rn Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 801,317,200.00
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40,950,000.00 | ADD
1.1.01 | 51. Belanja Pegawai 40,950,000.00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 602,453,700.00 | ADD
1.1.02 | 5.1, Belanja Pegawai 602,453,700.00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 42 979677.00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 42,979,677.00
1.1.04 g%:;l);ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 39,806,823.00 | ADD, PAD
1.1.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 39,806,823.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 48,300,000.00 | ADD, PBH
1.1.05 | 51. Belanja Pegawai 48,300,000.00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 427,000.00 | PAD
m, Listrik dil)
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 427,000.00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 26,400,000.00 | ADD, PBH
1.1.07 | 52. Belanja Barang dan Jasa 26,400,000.00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 3,496,900.00
1294 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1,500,000.00 | PAD, PBH
1.294 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00
1.2.95 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja 1.996,900.00 | ADD
1295 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1,996,900.00
1.3, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 4,315,000.00
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 800,000.00 | ADD, PBH
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 800,000.00
1.3.90 Penyusunan monografi desa 1,135,000.00 | PBH
30.De020 22044 PM S




URAIAN

ANGGARAN

Belanja Barang dan Jasa

(Rp)
4

SUMBERDANA

Pendataan keluarga/rumah tangga miskin 1,135,000 00 \I
Belanja Barang dan Jasa zzzzz::) oo
::vgr:ﬁ:;aan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 29,182,500.00
Reguien) o o1 Musyawareh Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 360000000 | o
Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dlfy 2.987.500.00 | PeH
Belanja Barang dan Jasa 2,987 500,00
‘l:z:];rusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 5,407,500.00 | PBH
Belanja Barang dan Jasa 5,407,500.00
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 3,600,000.00 | ADD
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.00
:;r;‘s::sunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 1,300,000.00 | PBH
Belanja Barang dan Jasa 1,300,000.00
Pengembangan Sistem Informasi Desa 1,500,000.00 | PBH
Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00
Pengisian perangkat desa 10,787,500.00 | PAD, PBH
Belanja Barang dan Jasa 10,787,500.00
Sub Bidang Pertanahan 95,880,000.00
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakal Miskin 93,925,000.00 | PAD, PBH
Belanja Barang dan Jasa 84,925,000.00
Belanja Modal 9,000,000.00
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PRB 1,955000.00 | Ped
Belanja Barang dan Jasa 1,955,000.00
2 IDANG P! SANAAN PEM NAN DES. 959,955,000.00
21, Sub Bidang Pendidikan 52,500,000.00
2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 52,500,000.00 | DDS
2102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 52,500,000.00
22 Sub Bidang Kesehatan 42,570,000
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2,250,000.00 | DDS
2204 | 52. |  Belanja Barang dan Jasa &R0
2294 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 14,500,000.00 | DOS
2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00
2.2.08 Insentif kader kesehatan/KB 25,920,000.00 | DDS
2298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25,920,000.00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 823,285,000.00
2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 245,064,800.00 | DDS
2302 | 53. Belanja Modal 245,064,800.00
2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 252,964,700.00 | DDS
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Belanja Barang dan Jasa

53 Belanja Modal

Pemelharaan MonumenfGapurafBatas Desa

53, Belanja Modal

Pembangunan/Rehabil

itasi/Peningkatan Prasar.
elokan dlf) 9 sarana Jalan Desa (Gorong, s

52 Belanja Barang dan Jasg
5.3. Belanja Modal

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Pembangunan/Reh.
Tangga **)

abilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Belanja Barang dan Jasa

Pemberian stimulan jamban sehat

Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Pariwisata

Pelaksanaan penugasan penarikan

retribusi obyek wisata dan tempat olah
raga oleh pemerintah kabupate

Belanja Barang dan Jasa
IDANG PEMBINAAN KE| Y, T.

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P
emdes

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Pembinaan lembaga desa pelestari adat
Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Operasional Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Operasional LPMD dan/atau LPMD

Belanja Barang dan Jasa

D
252,964,700 00

45,051,000.00

550,000.00
44,501,000 00
52,145,000.00
52,145,000 00

138,000,000.00

1,775,000.00
136,225,000.00
90,059,500.00
750,000.00

39,000,000.00
21,000,000.00

21,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00

2,500,000.00
49,300,000.
25,650,000.00

8,350,000.00

8,350,000.00
17,300,000.00
17.300,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
12,970,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
9,570,000.00
9,570,000.00
7,800,000.00
3,900,000.00
3,800,000.00
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Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEMBERDAYAAN M&S_YARAE_M
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Produksi Tanam,

i an P ;
Sngén) angan (alat produks#pengelolaanfpenggi

Belanja Modal

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengembangan Sarana Prasarana Usa

3.900,000.00 | pag
3,900,000.00

97,585,000.00
37,500,000.00
37,500,000.00 | pps

37,500,000.00

10,085,000.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM

erasi ha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 10,085,000.00 | pos
Belanja Barang dan Jasa 10,085,000.00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 50,000.000.00
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 50,000,000.00 | ops
Belanja Modal 50,000,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENC DARURAT DAN MENDE:! D 161.,700,000.00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5,100,000.00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 5,100,000.00 | DDS
Belanja Tidak Terduga 5,100,000.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak 156,600,000.00
Penanganan Keadaan Mendesak 156,600,000.00 | DDS
Belanja Tidak Terduga 156,600,000.00
JUMLAH BELANJA 2,202,731,600.00
SURPLUS / (DEFISIT) (22000000
6. PEMBIAYAAN
. 82,220,000.00
6.1, Penerimaan Pembiayaan
; 50,000,000.00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan
32,220,000.00
PEMBIAYAAN NETTC
0.00
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